KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ,5g /B.02/HK/2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang

Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi
sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu

menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Lampung;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan:

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH.

Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bupati Tulang Bawang Barat bersama DPRD Kabupaten Tulang
Bawang DBarat segera melakukan penyempurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
Kesatu,

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7
(tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Juni 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

1. Menteri Dalam Negeri RI,
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.



1.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/
TANGGAL :

/B.O2/HKIZ2018

EVALUAS!I TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

Materi Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

2

4

5

2

|

Konsideran
Menirhbang

Dikturn Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam burd=a;
hurui-b-dan-hdrai-6 diatas, peru menetapkan Peraturan Daerzh tentang
Perubahan Kedua Peraturan Dzerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
1 Tahun 2011 tentang Pajak Dazrah;

Negamawmmaﬁemﬂs%
14. Peraluran Pemerintah Repubik-thdonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang |14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reputlk Indonesia Tahun 2016
Nomor 114);

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 52/PUU-XXI/2011 yang salah satu pelitumnya
menyatakan bahwa pasal 42 ayat (2) hunuf g Undang-Undang
Nomor 28 Tahin 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Drerah bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 1 Tahun 20’2 tentang Pajak Daerah
sebagaimana telah Jiubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16
Tahun 2012 periu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, peru menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomar 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

7

mmmmmmm 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemernintahan
Daeran {Lembaran Negara Republikx indonesia Tahun 2017
nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 6041);

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla
Tahun 2016 Nomor 114);

Diktum Menimbarg
disempumnakan.

Ditktum Mengingat:
- Angka 13, 14, 16, dan
angka 18 disempurnakan.

-




3

4

Diktum Memutuskan

Diktum menetapkan

Batang tubuh

Ketentuan Umum

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 fahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang Barat Nomor 1 Tahun 2012
{entag Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 201Z Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Peraturan Daeran Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomar 16 Tabun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang
Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentag Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH

Menetapkan

1. Ketentuan Pasal 1 argka<3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

16. Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Psmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Banwang Barat Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pajak Daersh (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 11) sebagaimana ftelah diubah dengan Peraturan
D&erah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kzbupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 temtag Pajak
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2012 Nomor 16, Tambshan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT
MEMUTUSKAN:

. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 1 TAHUN
2012 TENTANG PAJAK DAERAH,

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagal
herikut :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan
Pemenntahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspiresi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menetapkan

[ Sebeium diktum Menetapkan
cantumkan kata
Memutuskan ditengah Frase
Bupati Tulang Bawang Barat
ditutis dengan huruf Kkapital
dan diakhiri dengan tanda
baca titik dua.

setelah kata Menetapkan
judul Perda diakhir dengan
tanda baca titik.

Pasal | angka 1 dan 2
disesuaikan pengertian
dalam UU Nomor 23 Tahun
2014, Angka 4, 5,7, 8, dan
10 dihapus




1 2 4 5
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan Dleh pemerintat daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menuru: asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Oasar
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945.
7 | Jenis Pajak 2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkaR-humitk-6ehingga berbunyi sebagai berikut: | 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai | Angka 2 disempumaian.
Pasal 2 bernkut : Penulisan isi dari sub pasal
Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari : Pasal 2 ditulis sejajar huruf pertama,
a. pajak hotel; Jenis Pajak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiridari: | pasal selanj_tya
b. pajak restoran; a pajak hotel; menyesuaikan.
¢. pajak hiburan; b. pajak restoran;
d. pajak reklame; ¢. pajak hiburan;
e. pajak penerangan jalan; d. pajak reklame;
f. pajak parkir; a. pajak penerangan jalan;
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; f. pajak parkir;
h. Pajak Air Tanah; g. pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
i. pajak sarang burung walet; h. pajak Air Tanah;
| pajak bumi c¢an bangunan periesaan dan perkotaan; \ i. pajak sarang buning walet,
k» bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. j-  pajak bumidan trangunan perdesaan dan perkotaan,
k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan..
8 | Ketentuan Penutup Basal-106 3. Ketentuan pasal 10€ dihapus. Ketentuan pasal 106 Perda
halvana-bolum-diatsdalan-Reraturan-Bacrab-ibl-scnanianc-araenal Nomor 1 Tahun 2012 dihagus,
seguai UUNomor 12 Tahun
2011 tidak diperkenankan
adanya delegasi biarke,
B
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| 9 | Pengesahan dan Ditetapkan di Panaragan Ditetapkan di Panaragan Pada halaman penetapan
pengundangan pada tanggal 2017 pada tanggal dan pengundangan setefah
BUPATI TULANG 3AWANG BARAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT, namajabatan diakhiri tanda
“koma’ dan penulisan nama
Pejabat simetris ¢engan
nama jabatan
JMAR AHMAD UMAR AHMAD |
| Diundangkan di Panaragan
Diundangkan di Panaragan pada tanggal
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, KABJFATEN TULANG BAWANG BARAT,
HERWAN SAHRI HERWAN SAHRI
2. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
[No Materi Raperda Rumusan Raperda | Rumusan Penyempurnaan Keterangan
|1 2 3 _ 4 2 :
1 Konsiderans Ao pepakenamran—dan a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor Konsiderans renimbang
menirbang - 46/PUU-XI12014 tanggal 17 November 2014 yany menetapkan bahwa disempumakan

penjelasan pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 fentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah fidak sah secara hukum dan dihapus
karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada pasal
124 sehingga bertentangan dengan pasal 152 dan pasal 161 Undang-
Undang Nomar 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak
konstitusiiona  rakyat  dibideng komunikasi dan  ketidakadilan
penyelenggaraan telekomunikasi;

. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a,

perfu meninja 1 kembali Peraturar Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomeor 4 Tahun 2012 tenfang Retibusi Jasa Umum dan menetapkan
Peraturan Daerah fentang Perutiahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 fentang Refribusi Jasa Urnurn;




(4]

2

Diktum Mengingat

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerak sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturam Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310).

- Angka 4, 21,22, 23 %, 28, dan

-

—

angka 34 dihilangkan, dasar hukum
yang dicantumkan hanya ‘fang
terkait dengan Perda

Angka 29 d sempurnakan.
Pengetikan menyesuakan dongan
hirarki perundang-undangan

L




|
|
|

2 3 4 5

Diktum Memutuskan Dengan Persatujuan Bersama Dengan Persetujuan Eersama Sebelum diklum
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Menetapkan

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KABUPATEN TULANG BAW/ANG BARAT cantumkan kata

Diktum menetapkan

Batang tubuh

Tarif Fetribusi

|

enetapkan

dan

BUPAT! TULANG BAWANG BARAT

! PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4 TAHUN
2012 TENTANG RETR BUS! JASA UMUM

-—-Hemernioh-Daorah-adalah-Remenntal-KabupatenTuleng-Bawang-Barat-

4--Dowan-Porvaldan-Ralerat-Dasroh-yarg-colaniutpyo-dico st DRRE-adalah-Howan
Rorwakilar-Rakyat Desrah-kabupator Tulang-Bawang-Barsk

3. Ketentuan Pasal " diubah, sehingga erbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besarnya Tarif Rawst Jalan dam Rawat Darurat biaya pelayanan adalah sebagai

be rikut:

a-—tanipendaftaran—
b. pelayanan kesehatan pada Unit Hawat Jalan/Potiklinik (di luar tindakan dan

obat), setiap oreng perkunjungan :

{.  umum/ggi ... Rp. 20.000.-
2. spesialis ... Rp. 50.000,-
¢.  besamya biaya pelayanan Gawat Darurat Medas Umum Glgl dan Spesialis
setiap orang pes kunjungan (di luar ‘indakan dan obat) :
1. umum/Gigi et e .. Rp. 30.000.-
2. spesidis . Rp. 60.000,-
d. besamya biaya Pelayanan Satu Hc»n ( One Day cae) di '.uar hndakan dan obat
ditetapkan sebagai berikut :
1. umum/Gigi . Rp 100.000,-
2. spesialis ... Rp.125.000,-

dan
BUPAT TULANG BAWANG BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 4
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA LIMUM.

Ketentuan Pasal | diubah, sehingga Pasal | berbunyi sebagai berlkut
Pasal )
1. Pemerintah Dagrah adalah kepala deerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4 Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD |

zdalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
5 Dst....

3. Ketentian Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai bevkut

Pasal 7
Besamnya Tarif Rawat Jalan dan Rawat Darurzt biaya pelayanan adalah sebagai
berikut
a pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jatan/Polikiinik {di luar tindakan dan
otat), setiap orang perkunjungan :
1. umum/ gigi ... Rp. 20.000.-
2. spesialis . Rp. 50.000,-
b. besamya biaya pefayanan Gawa1 Darura1 Medls Umum G|g| dan Spesialis
sefiap orang per kunjungan {di tuar indakan dan oba'()
1. umum/Gigi S .. Rp. 30.000-
2. spesialis - . Rp. 60.000-
c. besamya biaya Pefayanan Satu Hm ( One Day care) d| luar tindakan dan
ot:at ditetapk an sebagai berikut :
1. umum/ Gigi verrerierss et sssressmeecseececenes - AP 100.000,-
2. spesialis st remsressssesrsssiasseeiessesnrnen s o0 AP 128,000,

Memutuskan dan
diakhiri dengan tanda
baca titik dua.

seiglah kata Menetzpkan
judul Perda diuis dengan
huruf kapital dan  diakhiri
dengan tarda baca titk.

Pasal 1 angka 1 huruf 1
dan 4 disempumnakan
sesua  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014

- Ketentuan pasad 7
huruf a dan pasal 8
huruf a dihapus, karena
biaya administrasi
bukan merupakan fenis
objek refibusi
sebagamanz  diatur
dalam UL Nomar 28
Tahun 2003

- Setelah frase “dubah
sehingga bertunyi
sebagai berkut™
sisipkan frase °Fasal
7.

- Pasal sdlanjtniya
menyesuakan
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7. | Tarf perawatan 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 4, Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
\ Pasal 8
Besarnya biaya tarif perawatan adalah sebagal berikut:
Besarmya biaya tarif perawatan adalah sebagai berikut: a. besarnya tarif rawat inap per han di luar findakan dan obat serta makan
a—iari-pendattaran— pasian sebagai berkut:
b.  besamya taif rawat inap per hari di luar tindakan dan obat serta makan pasien 2 kelasil wrvmeessamrenssrssesennes e R, 150,000,
. sebagal berikut : 3. kelas! e minesscsin wonennn. RP. 180,000,
' 1. kelas il vsrmersemsrsre s smsssssssissesranerseeres. P 120,000, 4. kelas wtamaVIP ..o e RP. 250.000,-
2. kelasll reeerrenerem s enenermessnenesrersessemseenes RPe 190,000, 5 isclasi s srsmeressssmsnins e RP. 200000,
3. kelas| verrrssemsssnrsssrssn st snesensennes. RP. 180000, 8 Icu cvreemersemomeanssnns e RP. 3650.000,-
4, kelas utama/ViP SOOI ~ « NI (X 1 1| I I S
5. isolasi correimereremresesseesrnressosemnesnomeennens. P 200,000,
6. ICU saverprrimpennessssssensesrmsesseessenerearerrers. P 390000,
€ e
§—Koientyan-Flasal-O-ayal-{}-dikapuc~dan-ayat-(2 -divbah—cehingga-berbumyi | 5. Kelentuan Pasal 9 diutah, sehingqa Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: | Ketentuan Pasal | angka 5
cebagai-beriut Pasal 9 disempumakan
N ...
@ ... dan seterusnya
8. | Tarif Tindakan 6—kotentuarRacal-Ho-ayat{H—aat-(Z—-ayat{3)-don-ayat-{4)-divbah-cohingga |6. Ketentuan Pasal 10 divbah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: | Pasal 10 disempumakan.
berburyi-sebagai-berkut; Pasal 10 - Frase "dokter ahi® diubah
Pasal 10 (1) Besarnya tarif indakan persafinan sebugai berikut : menjadi “dokter spesialis®
(1} Besarnya tarif tindakan persalinan sebagai berikut : a. persalinan normal - Frase  yang sama
a. persalinan normal 1. kelaslll selanjutnya menyesudikan
1.  keaslil ¢) tindakan dokter umum  ........ Rp. 600.000-
a) tindakan dokter umum e RP. 600.000;- d) tindakan dokter spesialis ....... Rp. 800.000-
b) findakandokterabk ... Rp 800.000.- 2 kelas I
i 2. kelas 3) tindakan dokterumum ... Rp. 800.000-
1) tindakandokterumum ... Rp. 800.00¢- 4) ftindakan dokter spesialis ........ Rp. 1.000.000,-
2) tindakan dokler ah e RP. 1.000.000 - 3. kelas!
3 kelasl 3} tindakan dokter umum ... Rp. 1.000.000,-
1) tindakan dokter umum cee RP. 1.000.000,- 4) tindakan dokter spesialis ........ Rp. 1.500.000,-
2) tindakan dokter aki weee. RP. 1.500.00C,- 4, kelas utama
‘ 4. kelas utama 3) tindakan dokter umum ... Rp. 1.100.000.-
1} tndakandokerumum ... Rp. 1.100.000- 4) tindakan dokter spesialis ........ Rp. 1.750.000,-
} 2] tindakan dokter ahl o Rp. 1750000 b. .....danselerusnya. ...
| b




berikut :

a. tindakan medik operatif ihgan, meliputi :

T

dst...

|

[ 2 3 4 5
F g. cureitage g. curettage

1. kelas il 1. kelasll
a) tindakan dokter umum .. Rp.  500.000- a) tindaken dokter umum cmeene R, 500.000,-
b) tindakan dokter abf ... Rp. 750.000- b) tindaken dokter spesiafis  .....Rp. 750.000.-

2. kelasll 2. kelasl
a) tindakan dokter umum e RP. 700.000:- a} tindaken dokter umum ... Rp. 700.000-
b) tindakan dokler-aki vevee e RP. 1.000.000.- b) tindakendokter spesialis ... Rp. 1.000.000,-

J keias| 3. kelas)
a) tindakan dokter umum v RP. 1.000.000 - a) tindakan dokter umum s RP. 1,000.000,-
b)  tindakan dokter ahi .. Rp. 1.250.000- b} tindakandokter spesialis ... Rp. 1.250.000,-

4  kelas utama 4. kelas utama
a) findakan dokter umum ... Rp. 1.000.000- a) tndakendokterumum ... Rp. 1.000.000,-
b) tindakan dokter abli . Rp. 1.500.000- b) tindaken dokter spesialis ... Rp. 1.500.000,-

i. resusitas! bayi bary lahir i. resusitasi bayi baru lahir

1. kelasll 1. kelaslil
a) tindakan dokter umum ... Rp. 200.000,- a) tindekan dokter umum e R, 200,000,
b) tndakan dokter abli ... Rp. 500.000, b) tindekan dokter spesialis  .......Rp. 500.000-

2. kelasli 2. kelasli
a) tindakan dokter umum ...Rp.  250.000- a) findekan dokter umum e Rp. 250.000,- |
b) tindakan dokler ahk ..Rp. 600.000,- b) ftindekan dokter spesialis  ........Rp. 600.000-

3 kelas 3 kelas! |
a} tindakan dokter umum ~..Rp.  300.000.- a) tindzkan dokter urum <. RP. 300.000,- '
b) tindakan dokter ek ..Rp.  700.000 - b tindzkan dokter spesidis  ......Rp.  700.000-

4 kelas utama 4 kelas utama |
a) tindakan dokter umum .. Rp. 400.000,- a) tndzkan dokterumum ... Rp. 400.000-
b) tindakan dokler akki - Rp.  900.000,- b) fndekan dokter spesialis ... Rp. 800.000,

Penuiizan pasal Ldiubah-cokhingga-he Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai | Pasal 11 disempurnakan.
Pasal 11 berikut : Penuiisan pasal selanjitnya
(1) Besamya tarif tindakan medis operatif per tindakan ditetapkan sebagai Pasal 11 menyesuaikan

{1)Besamya farfl tindakan medis operalif per tindakan
ditetapkan sebagai berikut :
a. tindakan medik operatif ringan, meliputi :

-
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Penulig=an pasal dan Tarif

|

(1

@

3
Pasat 13
Besamya tari* konsultasi dokler spesudas per konsultasi ssbagai barikut :
a  kelas i . Rp.  40.000.-
b. kelasil Rp.  50.000.-
c. kelas| . Rp.  60.000-
d.  kelas utama Rp.  70.00Q.-
e.  isolasi Rr.  80.000.-
. ICU « Rp. 100.000.-
Besamya tari* konsultasi gizi per konsultasi sebaga; berikut :
a  kelasll . - .. Rp.  20.000.-
b. kelasll v s B 29.000,-
c.  kelasl crenr sorrmresssnonmerieesenene R 30.000,-
d  kelas utama . e R 30,000,

@)

Berdesita dari luar rumah saki emem dikenakan tarif konsultasi Kelas (I,

| 15. Kelentuan Pesal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diusah sehingga berbunyi sshagai

barkut :
Pasal 21
{1) Tarf pelayanan mobil embulir-alau-mebi-erazat-dalam-kets; dalam kabupaten
dan luar kabupaten {ujukan) cebagai berikut ;
a. Dalam Wilayah K abupaten

1. jarsk ¢/d 10 Kmsebesar .........c..e...... Rp. 150.000,-
2. jarak 11 8/d 30 Km sebesar..........c....... Rp. 300,000,
3. jarak 31 o/d BOKm sebesar.................. Rp. 400.000,-

4, jarak 61 s/d 100 Km sebasar.................
b.  larDzerah Kabupaten
1, jarake/d 10 Km sebesar. .............
2. jarak 11 o/d 30 Km sebesar.....
3. jarak 31 s/d 60 Km sebesar.....
4, jorak 61 9/d 100 Km sebesar....
5. jarak > 100 Km sebesar....
2) mm%mwwlﬂ}'
Br—Tarao rpendamping-Pasian-rdiukan-:
a—Rorawal——————-bleii--{peroma)Rp-+b.000—eatiap-ai-nongirap-4
{eatul-malam-diambah-iayaRp~5-000m
br—Bokif—t————laf-{pakamal-Rp—160.000 —cotiop-ai-mengirap—i~{saln
fialam-ditembah-biaye+ip—160-000—
WWWMMMMM

Wmmmmmm
dunaeh it o

4
9. Katentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 13 barbunyi
sabagai bertut :
Pasal 13
(1) Besamya tanf konsultasi doklerspesd ‘s per konaultasi sebagal barikut :
a, kelasi . Rp. 40000,
b, kelasli . worernne RD, D000,
c kelasi Rp. 60.000-
d. kelas vtama v Rp. 70.000,-
e. isolasi e Rp. 80,000~
f icy eoeeseneo. RP. 100.000,-
(2) Besamya tarif konsuﬂasl g|z| per kunsultasx sebagai berikut :
a. kelasll .- . Rp. 20020
b. kelasl) crerommemesnseseserssnnenes RPe 25000,
c. kelas| vermsssessaneesieens RPe 30.000,-
d. kelas utama . Rp. 35020-

(3) Pasien dari tuar rumah sakit dikenakan tarff konsultasi Kelas 1.

18. Ketentuan Pasal 21 diubzh sshingga Pasal 21 berbunyi sebagat berkut :
Pasal 21
(1) Tarif pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah, datam katiupaten dan
luar kabupaten (rujuk:an) sebagai berikut :
a.  Dalam Wiayah Kabupalen

1. jarak %/d 10 Km sebesar..............coo.. Rp. 150.000,-
2. jarak 11 &/d 30 Km sebesar.................., Rp. 300.000,-
3. jarak 31 s/d 60 Km sghesar........ Rp. 400.000,-
4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar................ Rp. 500.000,-
b. luar Daerah Katwupaten
1. jarak s/d 10 Km sebesar............... Rp. 200.000,-
2. jarsk 11 sfd 30 Km sebesar...............  Rp. 350.000,-
3. jarak 31 sid 60 Km sebesar.......... ... Rp. 500.000,-
4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar..., Rp. €00.000,-
5. jarak > 100 Km sebesar.... e RP.1.000.000,-
(2) Tarf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk BBM dan
psngemudl

(3) Dalam ha dperukan dan kamna kelabatasan sarana, naka mobil
ambulance dapat difungsikan sabagai mobil jenazah,

Pasal 13 ayat
dissmpumakan.

Pasal 21 disempurnakan

3)
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4

5

{2

(3)

22,

2%

Tarif perawatan pasien per hari (di luat indakan dan obat) ditetapkan sebagai berikut

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) diubzh, eadangkan-ayat (2), ayat (4), (22.

ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehin@ga berbunyi sebagai berikut :

x

it

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 30
Genera Check Up
Tarif Generat check up ditentukan sebagai berkut
Pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan faboratorium, pemersiksaan ERG,

dan lain-lain (ttdak termasuk pengobatan) tarif yang harts  dibayar
sebesar .. Rp. 285.000,-

Visum et Reaertum

Tarif j jasa Vigum et Repertum yang harus dibaya” sebagai berkut:

a.  visum strepertum ... Rp. 50.000,-

b.  visum asiransi .. Rp. 100.000,-

tanf tersebut 30% jasa Pusiesmas 70% jasa pelayanan ditambah tarif
pemeriksaar pelengkap sebaga persyaratan laonya.

Mobil Ambulance

Tarif jasa penggunaan mabil Ambulance yang harus dibayar sebagai berikut

a. dalam Wilayah Kabupaten

1. jaraks/d 10 Km sebesa............. Rp. 150.000,-
2. jarak 11s/d 30 Kmeebesar........ Rp. 300.000,-
3. jarak 31s/d 60 Kmsebesar....... Rp. 400.000-
4. jarak 61 s/d 100 Km sebesar....... Rp. 500.000,-
b.  lvar Daerah Kabupaten
1. jaraks/d 10 Km sebesar............ Rp. 200.000.-
2 jarsk 11s/d 30 Km sebesar........ Rp. 350.000,-
3 jarak 31 o/d 60 Km sebesar......... Rp. 500.000-
4, jarak 61 5/d 100 Km sebesar...... Rp. 600.000.-
5. jarak> 100 Kmssbesar.............. Rp. 900.000,-

20. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25
Tarif perawatan pasien per han (di luar tindakan dan ovaf) ditetapkan
sebagai berikut
a. Biayarawatinap sebesar ........
b. _.....danseteusnya......

Ketentuan Pasal 27 ayat {1) dan ayat {3) diubab, serta ayat (2), ayat {4),
ayat (5) dan ayat (B) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai
berikut :

s Rp. 80.000-

Pasal 27

Dan seferusnya

25. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 betbunyi sebagai

berikut :
Pasal 30

(1) General Check Up
Tanif General check up ditentukan sebagas berikut:
Pemenksaan lengkap temasuk  pemeriksaan  laboratorium,
pemeriksaan EKG, dan lainlain (lidak termasuk pengobatan), tanf
yang harus dibayar sebesar ......... Rp. 285.000,-

(2) Visum et Repertum
Tarffj jasaVi Visum et Repenum yanq harus dlbayar sebagai benkut:
a. visumetrepertum ... S Rp. 50.000,-
D, VISUMASUANSI.......cccoureemrr e, Rp. 100.000,-
tarif tersebut 30% jasa Puskesmas, 70% jasa pelayanan ditambah
tarif pemeriksaan pelengkap sebagai persyaratan |2 nnya.

(3) Mobil Ambulance
Tarif jasa penggunaan mobil Ambulance sebagai berikut
a. dalam Wilayah Kabupaten

1.jarak s/d 10 Km sebeser... ......... Rp. 150.000,-
2.jarak 11 s/d 30 Kmsebesar........ Rp. 300.000-
3.jarak 31 s/d 60 Km sebesar........ Rp. 400.000-
4 jarak 61 s/d 100 Km sebesar....... Rp. 500.000.-
b. luar Daerah Kabupaten
1. jarak s/d 10 Km sebesar... ......... Rp. 200.000.-
2. jarak t1 s/d 30 Km sebeser......... Rp. 350.000,-
3. jarak 31 5/d 60 Xm sebeser........  Rp. 500.000.-
4. jarak 81 ¢/d 100 Km sebecar...... Rp. ©600.000,-
5. jarak > 100 Km sebesar............... Rp. 900.000,-

{

Tarf pendaftarar dihapus
karena biaya aiministrasi
bukan merupakan enis objek
reribusi sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 28 Tahun
2009

Pasal 27 disemp umakan

Pasal 30 disempumaan
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Strukiur Tarif

a. Perawal

b. Dokter

difungsikan sebagai mobit jenazah.

(5 Tarfjasapengantarpasien njukan:
: Hari | (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1

(satu) malam ditambah biaya Rp. 75.000 -

Pasal 59

Struklur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1 Hari | {pertama) Rp. 150.000,- setiap kali menginap 1
(aatu) malam ditambah biaya Rp. 150.000.-,

(7) Dalam hal dipedukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulence dapat

42, Kelentuan Pazal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai benke ;

Jenis Bargunan Luas Tarif

a. Kios VRN BV B T ) Rp-2-000—M
- Pemmanen e s Ro-2-000
- Semi Pemmanen

b. Los
- Permanen 2x3 Rp. 1.500,- Mr
- Semi Permanen Ix3 Rp. 1.500.- Ar

| _Rp 1.000,- /hr

42,

{4} Tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah termasuk BBM dan pengemudi.
{(5) Tarif jasa pengantar pasien rujukan :
a.Parawat : Har | (pertama) Rp. 75.000- setiap kali
menginap 1 (satu) malam ditambah: biaya Rp. 75.000,-;
b.Dokter : Har | {pertama) Rp. 150.000- setiap kali
menginap 1 (satu) mafam ditambah biaya Rp. 150.000,-.
(6) Dalam hal dipedukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance
dapat dfungsikan sebagai mabi jenazah.

Kelentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berfkut |
Pagd 59
Strukfur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagal berikut:

[ Jenis Bangunan Luas Tari
g. Kios
- Pemanen Ix2,3x3.3x4 | Rp. 2.000-/hr
- SemiPermanen | 3x2,3x3.3x4 | Rp.2.000-/hr
b. Los
- Permanen 2x3 Rp. 1.500,- thr
- Semi Permanen 3x3 Rp. 1.500,- /hr
b. Pelataran 2x3 Rp. 1.000,- /hr
Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berut;

Pasal 33

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jurlah kunjungan dalam rangka
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dikaitkan dengan
indeks variabel zonasi penempatan menara felekomunikasi dan jenis menara
lelekomunikasi sglama 1 (satu) tahun,

(2) Frekwensi kegiatan pengawasan sebageimana dimaksud pada ayat (1)
berupa jumlah kunjungan ke lokasi menzra yang ditetapkan sebanyak 2 {dua)
kali dalam 1 (satu) tahun,

{3) Kegiatan pangendaiian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegialan
cperasional Sistem Informasi  Pengendalian Menara Telekomunikasi
(SIDAMET) selama 1 {satu) tahun.

e

Penetapan taif kios dan

los sehanusnya dibedakan
sesuai  ukwan  dan
fasilitas

Kelentuan pasal 93
disempumakan sesuai Surat
Dijen Perimbangan
Keuangan  Nomor S
439/PKr2015 tanggal 9 luni
X115 dan S-743/PK/2015
langgal 18 November 2015,




12

1 2 4 5
12 | Struktur dan basar Tasif 48.  Ketantuan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 94 herbunyt sebagat berkut: Pasal 94 disempurnakan
Pasal 94 sesuai Surat Dirien
{1)  Tarff Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan rumus | Perimbangan Keuangan Nomor
sehiagai berkut: S-439PKf015 tanggal 9 Juni
RPMT=TPx TR 2015 can 5-743/PX,2015 tanggal
Keerangan : 16 November 2015,
RPMT : Retribusi Pengendalian MenaraTelekomunikasi
TP : Tingkat Penggunaan Jasa
TR : Tarif Retribusi
(2

(3
)

Tarit retrbusi pengendalian per-menara telekomunikai ditetapkan sebesar Rp.
(. " ..Rupiah} pes-menara pertahun didasarkan

pada blaya operasroml pengendallan dan pengawasan dengan komponen bidya

sebagai berkut :

a. honorarium petugas pengawasan;

b. trasportasi;

€. Uang makan;

Sauan biaya untuk masing-masing komporen sebagaimana disesuaikan

dengan standar harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Besaran refribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan

Indeks faktor 2zonasi penempatan menara telekomunkasi yang ditatapkan

sehagai berikut :

a, Faklor Penampaian

Faktor Penempatan Kofisien
|_Zona padat 14
Zona gedang 0,9
b. Faktor Zona Jarak
Faktor Zona Koefisien r Kelerangan
Jamek
Zona 1 08 Kec. Tulang Bawang Tengah
Zona 2 1 Kec. Tulang Pawang Udi, Kec. Tumiajar | ﬁ
Zong 3 11 Kee. Gunung Agung, Kec. Lambu Kibang,
Kec. Wey Kenanga, Kec. Batu Putih, Kec,
Pagey Dews, Kec. Gunung Terany

: I —|
c. Faktor Ketinggian Menara

Faktor Ketinggian Menara Koehsien
> 8t Meter 1.1
61-8C Meter 1
4150 Meter 0.9
<40 Meter 08 ]
d. Fakior Jenis Menara
Fakior Jenis Perempadan Koefisian 1
Menara
Menara Pole 09 T
Menara 3 Kaki 1
Menara 4 Kaki 1,1
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13 Ketentuan Penutup Pasal 115 Pasal 115 Perda Nomor 4 Tahun
1) Habhal yang belum digtur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengena 2012 dhapus karena  tdak
pelaksanaannya akan diatur leblh {anjut dengan Peraturan Bupati, diperkenankan adanya delagasi
2) Dengan berdakunya peraluran ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan blanko sesuai Lampiran UU
Peraturan ini dinyatakan tdak bedaku lagi. Nomar 12 Tahun 2011
14 Penutup Pasal I! Pasal Il Pasal ll disemmpumakar

Paraturan Daerah iri muai berlaku pada tamggal divndangkan.
Agar seliap orang mengetahuinya, memeriniahkan perghndangiya Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peraturan Daerah ini mutai beriaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahiinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daarah
ini dengan penempatannya Jalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat

15 Pengesahan dan Daetapkan ¢i Panaragan Bietapkan di Panaragan Pada halaman penetapan dan
[ pengundangan [ pada tanggal a7 pada tanggal pengundangan setelah nama
[ BUPATI TULANG BAWANG BARAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT, jabatan diakhirt tanda baca

*koma’ dan penulisan nama
[ Pejabat simetris dengan nama
UMAR AHMAD UMAR AHMAD jabatan
Diundangkan di Pararagan Diundarngkan di Panaragan
pada tanggai 2017 pada langgal
SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TLLANG BAWANG BARAT, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

. HERWAN SAHR HERWAN SAHRI

f
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L.ampiran

LAMPIRAN  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR
TANGGAL

CONTOH PENGHITUNGAN RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKAS! BERDASARKAN FAKTOR PENEMPATAN MENARA

Pada Kebupaten Tuleng Baweng Barat berdiri 200 menara Telkom. Pengmwasan terhadep mesing-masing menare adalah 2 kali
dalam ¢ {sabs) tehur. Jumish pelges vang melakuken penjowesen ke sefigp menara adelah 3 orang dan melakukan
pengewasan lethadap 2 manara per feri. Letak menara terseber pada beberape kecamatsn di Kebupaten Tulang Bewang Baret
yang membutuhkan biaya transportesi cukup besar. Pemda Kabupaten Tutang Bewang Baat menstapkan belanja barang dan jasa
dengan ketontuan seobugei benkut
a. Belanja Perjalanen Dines:

e DBiaya transportasi @Rp 600.000,fimhari  (merupakan biaya tensportasi rale-rate untuk  mengunjungi  menare-

menars yang terieiak di Xabupeten Tulang Bawang Bars! dan depat ditetepkan per omng).

e Usng Herien Perelansn Dines @Rp 300.000 Jorengtan  (sudah termasuk  uang mekan)
b. Belanja Bahen Hebia Pakai berupa ATH @Rp6.000.000,-tahur

4. Penghitunyen Mengguraken Tari Tunggal

Jumlah kunjungan ke menare per tahun = 200 x 2 kall = 400 kunjungan
Jia dalam than : 2 kunjungan, make untuk 400 kunjuhgan dbutubkan 200 hari kefa,
Maka biaya operasional per tahun adalah sabegei berkut:

1. Transporsesi 1tm 200 v Rp 600.000.- Rp 120.000.000,-

2. Uany) Harlan Jorg 200 v Rp 300000, Rp 60.000.000.-
3 ATK 1thn Rp 6.000.000- Rp  6.000.000-

Totl?l biaya per tahun Rp 186.000.000,-
Biaya reta-rate atau tarif per menara per ahun (200) Rp 930000,

Pernbulatan -

1. Menggunakan Tarf Veriabel
Diasumsikan varia bel yang diqunaxan adaleh scbagai berikut:
. Variabel jrak tempuh: Zona 1 (indeks 0,9), Zona 1 tindeks 0,8), Zona 1 {indeks 0.9)
' Variebel jonis menam. Wenera Pole (indeks 005), Menam 3 keki (indeka 1), dan Menara 4 kaki (indeks
1,1).
. Variahel ketinggian menara, > &1 Meter (indeks 1,1), 61-80 Meter (indeks 1), 41-60 Meter {indeks 0.9), den <40
Meoter {indeks 0,8).
2. Contoh Panghitungen :

1 Menara Pola yang barada di kecamatan Turi Jajar dengan ketinggian 31 meter dengan penghitungan :
RPM™ = Indeks variabe! jarak tempuh x indeks variehel jeris menara x ferif
:08+1+0,8 X Rp 930.000-

2
+ Rp 669.000,-tahun

2. Menam 4kaki yang berada di kecamatan Batu Putih dengan katinggian 61 tefer dengan penghitungan
RPW = indeks variabel jara tempuh ¥ indeks varebel jenis menara x tanf
11+ 11 1 X Rp 930.000.-
2

= Rp 1.255.500 tahun 4\

Penulisan  Lampiran
disempurnakan

|

\ Contoh  penghitungan
refribusi dijadikan
‘ampiran Perda
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3. TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

No

—
Materf Raperda

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan j

2

3

4

5

1 Diktum Menimbang

2 Diktum Mengingat

a.  bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian dan taraf hidup yang
berkembang dalam masyarakat dan memperhatkan indeks hama serta perubehm regulasi
peraturan pemndang—undangan yeng—bam maka peﬂu dilakukan peninjauan kembali
mengenai-penge pobagaimana-diaki-dalam peraluran daerat Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomors Tahun 201 2 tantang Retribusi Parizinan Tertenty;

b.  bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a der-hurti-b-gisias,
petlu menetapkan Peraturan Daerah tenlang Perubahan Atas Peraturan Daerat Kabupaten
Tulang Bawang Barat Nomor & Tahun 2012 ientang Reiribuei Perizinan Tertentu;

. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekoncmian dan laraf hidup

yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga seita
peiubahan regulasi peraturan perundang-undangan yang beraku, maka peru
ciakukan peninjauan <embali Paraturan Daersh Kebupaten Tulang Bawang Barat
Homor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tedenty;

bahwa berdasarkan perimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di
atas, pedu menstapkan Peraturan Daerah fentang Perubahan Atas Paraturan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Momor 6 Tahun 2012 tentang Retribust
Perizinan Terteniu.

Jkdum Menimbang
Jisempumakan.

Diktum Mengingat
Angka 12, 17,
19,20,21,22,23,24,27 2

8,29,30,31,32,33,34,37,
42,43,44.45,50,51,555

6,dan 57 dihilangken

Peraturan yang
dicantumkan hanya
yang lerkait dengan
Perda







1 I[ 2 4
|
|
|
|
|
3 | Diktum memutuskan MEMUTUSKAN: \ Sebelum Diktum
dan Menetapkan. | Menetapkan tambahkan
| <ata “‘Memutuskan”,

4, | Batang Tubuh Pasal | Pasal | si batang tubuh Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat | Jan  seterusaya  dielik
tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertenty (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang | Nomar 6 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah | 3ojalar  dengan  frase
Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Twang | Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran ;ftrat“r"’” Daaraht ?;ada
Bawang Barat Nomor 16), diubah sebagai berikut : Daerzh Kabupaten Tulang Bawang Barat Ncmor 16), diubah sebagai berikut: | (L':rﬂu " pe::ji':;na'p;"é

5 | Ketentuan Umum 1. Ketentuan Pasal 1 angka 27, argka 28, angka 29, angka 30, angka 31 dan angka | 1. Ketentuan Pasal 1 angka 27, angka 2¢, angka 29, angka 30, angka 31 dan | ,,q; berikutnya

32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut angka 32 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut nenyesuakan
Pasal 1 Pasal 1 Sasal 1, angka i
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan : Jisempumakan sesuzi UU
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten T.lang Bawang Barar 1. Pemerintah Daerah adalah Bupali sebagai unsur penyelenggaa | 23 Tahun2014.
l A Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanzan pemenintah yang
menjadi kewenangan dagrah otonom,
. 2. Danseterusnya.......
Angka 4 dan angka 9
dihilangkan
6 | Tanf Retribusi IMB \ . 3. Ketentvan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebaga benkut Ketenluan pasal 7

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarf retibusi IMB
didasarkan pada fujuan untuk menutup sebagian biaya
penyelenggarzan pemberian izin yang bersangkutan.

Biaya penyslenggaraan pembenan izin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin,
penjawasan dan pengendalian kegiatan di  lapangan,
penegakan hukumn, penatausahaan dan biaya dampak negatif
dari pemberian izin tersebut

2

disempumakan, sesuai
Jasal 140 dan 142 YU
Nomor 28 Tahun 2009

!
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4

Struktur dan Besarnya
Tarif

Ketentuzn Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
(1) Struktur dan penghitungan retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut :
a. FHetribusi pembangunan bangunan barv :
fefribusi IMB = Luas {L} x Indeks Terintegrasi (i) x indeks
bangunan baru x Tarif Retribusi;

b. Retribusi rehabiltasifrenovasi bangunan, meliputi
perbaikan/perawatan, perubahan, periuasan/pengurangan :

Refribusi IMB = Luas {L) x Indeks Terintegrasi () x Tingkat

Ketusakan (Tk) x Tarif Retribusi;
¢. Retribusi prasarana bangunan gedung :
Retribusi IMB = Volume (V) x Indgks Prasarana Bangunan (1)
x indeks bangunan baru x Tarif Retribusi;
d. Refribusi rehabilitasi prasarana bangunan :
Hefribusi IMB = Volame (V) x Indeks Prasarana Banguran (1) x
Tingkat Kerusakan (Tk) x Tarif Retribusi.

(2) Indeks Terinfegrasi sebagaimana dimaksud dalam Fasal B
ditetapkan berdasarkan Jerhitungan sebagai berikut :

Indeks Terintegrasi = Indeks fungsi x indeks klasifikasi x  indeks
vrakiu penggunaan.

{3) Indeks Pelestarian/pemugaran sebagaimana dimaksud pads ayat (1)
hurufc adalah sebagai benkut :

a. Pratama, sebesar 0,65;
b. Madya, sebesar 0,45;
¢. Utama, sebesar 0,30.

(4) Besarnya Tingkat Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufb dan huruf e adalah sebagai berikut :

a. Tingkat kerusakan sedang, sebesar 0,45;
b. Tingkat kerusakan berat, sebesar 0,65

{5) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan
tanah {(basement), di atas/hawah permukaan air, prasarana dan sarana
urmum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks
terintegrasi.

(6) Indeks  fungsi, klasifikasi, = waklu  penggunaan, Prasarana
Bangunan Gedung, dan Besamya tarif retnibusi IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, tercantum dalam Lampiran |, Il, dan lll yang
merypakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

(7) Dalam hal terdapat penggunaan lebih dan satu fungsi bangunan maka
indeks terintegrasi dihitung secara proporsional.
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14, Ketentuan Pasal 34 huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai benkut 14.

Pasal 34
Struktur dan besarnya Tarif Refribusi |zin Usaha Perixanan adalah:
a.  Pembudidayaan ikan

8 Tarif Retribusi
Perizinan Perkanan

Ketentuzn Pasal 34 huruf a angka 3 dan hurud b dihapus sehingga Pasal 34 | Pasal 34 disempumakan
berbuny: sebagai berikut
Pasal 34

Struktur dan besarnya Tarif Refribusi Izin Usaha Perikanan adalah:

e

1} Budidaya lkan Air Tawar

Luas Area Retribusi
Z2Hag/d3Ha __Rp. 5(.000-Tahun
Diatas 3Ha /d 5 Ha Rp. 100.000,-Tahun
Diatas 5 Ha dan seterusnya _ Rp. 150.000,-/Tahun
2) Pembenihan lkan Ar Tawar ~
Luas Area Retribusi
2Has/d3 Ha Rp. 5(1.000,-Tahun
Diatas 3Ha s/d 5 Ha Rp. 100.000,Tahun |
Diatas 5 Ha dan seterusnya Rp. 150.000./Tahun
dJumlah-Keramba Retribusi

Dihapus.

g.

c. Pembesaran ikan Air Tawvar
1) Budidaya tkan Air Tewar

Luas Area Ratribusi
2Hasid 3Ha Fp. 50.000-Tahun
Diatas 3Has/d 5 Ha Ro. 100.000-Tahun
Diatas § Ha dan setenisnya R2. 150.000-/Tahun

2} Pembenihan lkan Alr Tawar
Luas Atea Retrbusi
2Has/d3Ha Rp. 50.000,-Tahun
! Jiatas I Has/id 5 Ha Rp. 100.000,-Tahun
| Jiatas 5 Ha dan seter soya Rp. 150.000-Tahun |
3) Dihapus
Dihapus.
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15. Ketentuan Pasal 55 dihapus Pasal 55 Perda Nomor 6 Tizhun
2012 dihapus karena fidak
diperkenankan adanya delegasi
blanko sesuai Lampiran UU
Nomor 12 Tahun 2011
9 Penutup Pasal Il Pasal Il Pasal ll disempurnakan
Peraturan Daerah ini mulai beriaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlacu pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, remerintahkan penyundangeya Peratiran | Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan
Daerahini  dengan penempatanrya dalam Lembaran Daerah Kabupiten | Dasrahini  dengan penempatannya dalam Lenbaran Daerah Kabupaten
. Tulang Bawang Barat, Tutang Bawang Barat.
10 | Pengesahan dan Ditetapkan di Panaragan Ditstapkan di Panaragan Pada halaman penetapan dan
penguhdangan pada tanggal 2017 pada tanggal pengundangan setelah nama
BUFATI TULANG BAWANG BARAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT, jabatan diakhiri tanda “koma®
dan penulisan nama Pejabat
simetris dengan nama jabaan
UMAR AHMAD UMAR AHMAD
Diundangkan di Panaragan Diundangkan di Panaragan
padatanggal 2017 pada tanggal
SEKRETARIS DAIFRAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, SEKRETARI3 DAERAH
KABUPATEM TULANG BAWAN( BARAT,
HERWAN SAHRI
HERWAN SAMRI
11 | Penjelasan Contoh 1 Tambahkan penjelasan pada
Misalnya swajib retribusi mendirkan bangunan Rumah Tinggal Pasal 8
Baru (sederhana), dengan :
« Harga 5atuan Bangunan Gedung = Rp12.000,00
» Luas [anfai bangunan geding = 1002
» Indeks fungsi sebagai huniar = 05
& Indeks klasifikasi ;
Kompleksitas Sederhana =0,25x04=C1
Permanensi Permanen =02x1,00=02
Resiko ketakaran Rendah =2015x04=0,06
Zonasi gempa Zona [Minar =015 x0,10= 0015
Lokasi Renggang =01x04 =004
Ketinggian bangunan Randsh =0,1x04 =0,04
Kepemitiken bangunan . Perorangan =005x07 =0,035
» indeks Wakiu Penggunaan ¢ letap =100
o Indeks Terintegrasi ;
05x%(0,1+02+006+0015 +0,04 +0,04 +0,035) x 1 = 0,245
« Indeks Pembangunan Bangunan Bami = 1,00
Retrbusi IMB terutang =
L B 100 m2 x 0,245 x 1,00 < Rp 12.000,00 = Rp 294,000,00 J

\
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l Contoh 2 Tambahkan penjelasan
Misalnya waijib refribusi meranovasi bangunan Rumah Tinggal (sederhana) | Pasal €
} dengan tingkat kerusakan sedang, dengan :

« Harga Satuan Bangunan Gedung = Rp 12.000,00

« Luas lantai bangunan gedung = 100me

» Indeks fungsi sebagai hunian = 05

» Indeks kiasifikasi :

Kompleksitas . 3ederhana = 0,25x04=0,1

Permanensi : Pemmanen = 02x100=02

Resiko kebakaran : Rendah = 015x04=0,06

Zonasi gempa : ZonalMinor = 0,95x0,10=0015

Lokasi : Renggang = 01x04 =0,04

Ketinggian bangunan  : Rendah = 01x04 =004

Kepernilikan bangunan  : Perorangan = 0,05x0,7=0,035

e |ndels Waktu Penggunzan : tetap = 1,00

» Indeks terntegrasi :

055(0,1+0,2+006+0,015+004+004+0,035)x1= 0,245
s Indelss Rehabilitasimenovasi rusak sedang = 0,45
Retribusi IMB terutang =
100 m2 x 0,245 x 0,45 x Rp 12.000,00 = Rp 132.300,00
12 | Lampican LAMPIRAN| : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN | Tambahkan Lampiran I, 1, dan
TULANG BAWANG BARAT i}
NOMCR
TAHUN
INDEKS FUNGS!, INDEKS KLASIFIKASI DAN INDEKS WAKTU

a.

PENGGUNAAN
Indeks Kegiatan
Indeks kegiatan meliputi kegiatan
1) Bangunan gedung
a) Pembangunan bangunan gedung bary sebesa 1,00
b) Rehabiltasifrenovasi
1) Rusek sedang, sebesar 0,45
2} Rusa berat, sehesar 0,656
¢) Pelestarian/pemugaran

1) Pratama, sebeszr 0,65
2} Madya, sebesar 0,45
3) Utama,sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung
a} Pembangunan baru sebesar 1,00
b) Rehahilitasifrenovasi
1} Rusak sedang, sebesar 0,45

2} Rusak berat ~shesar 0,65
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b.

Indeks Parameter
1) Bangunan gedung.
a. Bangunan gedung di atas permukaan tanah
1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk;
(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
i. Indeks 0,05 unt.k rumah finggal tunggal sederhana,
mefipui rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah
deret sederhana; dan
i. Indeks 050 wuntuk fungsi hunian sselain rumah tnggal
sederhana dan rumah deret sederhana.
(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
(¢) Fungsi usaha, sebesar 3,00
(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
i. Indeks 0,00 uniuk bangunan gedung kartor mifik Negara, meliput
bangunan gedung kantor iembaga eksekutif, legislatif, dan judikadf;
ii. Indeks 1,00 untuk bargunan gedung fungsi sosial dan budaya
selain bangunan gedung milik Negara.
(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
() Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
J) Indeks parameter Klasifikasi banjunan gedung dengan bobot masing-masing
terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditstapkan sebagai berkut:
a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kormpleksitas dan
tingkat teknclogi dengan bobot 0,25 :

i. Sederhana 0.40
i. Tidak Sederhana 0,70
ii. KhusJs 1,00
b. Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :
i, Darurat 0.40
ii. Semi permanen 0,70
ii. Permangn 1,00
¢. Tingkat risiko kebakaran dengan babot 0,15:
i. Rendah 0,40
ii. Sedang 0,70
iii. Tingg 1,00
d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :
i. Zonal/minor 0,10
ii. Zona Il / minor 0.20
ii. Zona Ili { sedang 0,40
iv. ZonalV/sedang 0,50
v. Zona V/kuat 0,70

vi. Zona V! /kuat 1,00
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Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
i. Rendah 0,40
. Sedang 0,70
iil. Tinggi 1,00
Tingkat risiko kebakaran dengan bobat 0,15
i. Rendah 040
i. Sedang 0,70
iil. Tinggi 1,00
Kepemilikan bang.nan gedung dengan bobot 0,05 :
i. Negaralyayasan 0,40
ii. Perorangan 070
ii. Badan Usaha 1,00
Jaringan jalan dengan bobot 0,35 :
i. Lingkungan 0,10
ii. Lokal sekunder 0,20
ii. Lokal primer 040
iv. Kolektor sekunder 0,50
v. Arteri sekunder 0,70
vi. Kolektor Primer 1,00
Hirarki ruang dencian bobot
i, Lingkungan 0,40
ii. Subpusat pelayanan kota 0,70
iii. Pusat pelayanan kota 1,00
Koefisien dasar bangunan (KDB)
i. <30% 0,20
il. J0-50% 040
iii.  50-70% 0.70
iv. >70% 1.00

3) Indeks parameter waktu penggunazn bangunan gedung ditetapkan untuk:

a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek
maksimum & (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan
mock up, diberi indeks sebesar 0,40,

b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah
maksimum 3 (tiga) tatun seperli kantor dan gudang proyvek, diberi indeks sebesar
0,70;

¢. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dan 3 (Giga) tahun, diberi
indeks sebesar 1,00.
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b. Bangunan gedung di bawah pennukaan tanah (basement), di atas/bawah
permukaan alr, prasarana, dan sarana umum.
Urtuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks
pengali tambahan sebesar 1,30 untuk meadapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasaranabangunan gedung

Indeks prasarana banguran gedung rumah ftinggal tunggal sederhana meliputi rumah int

tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi

keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan,

dapat dietapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar

1,75%.

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRAS! PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN UNTUK BAMGUNAN GEDUNG

FUNGSI KLASIFIKAS) WAKTU PENGGUNAAN
Parametes Indeks Parameter Bobot Parameler Indeks Perameter Indeks
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Hunéan 0603 1. Kawplekstss 0,25 2. Sederhena wa0 ?""““‘“I 040
b. Tidak sederhana 0,70 2. Sementarz 1))
2 Keagamasn 0,00 jangka
menengah
3, Usaha 3,00 c. Khusus 100 3. Tetap 1,00
ASosclden  omnoy 2 Penenens 020 & Danret (.40
5. Khusus 100 b. Semi permanen 70
6. Gandel 40 ¢. Pemnanen 1,00
Campuran "
3. Risio 0,15 & Rendah 0,40
kebak-sren
b. Sedang .70
c. Tinggi -.00
4. Zonad 015 8. Zona | / minor 0,10
gempn
b. Zona |} / minor 0,20

t. Zona [l f sedang {,40
d. Zona [V / sedang 0,50

8. Zona ¥ { kust {70
1. Zona V11 kuat 00
5. Lokasilkepad 0,%0 8. Ranggang (1,40
atan bangunan
gedung)
b. Sedang 0,70
t. Padat * 00
8. Kelinggian 0,10 2, Rendah 0,50
banguan
gedur)
b. Sedang 019
c. Tinggy * .00
7. Kepomiikan 0.05 8. NegarafYayasan (140
5. Perorangen h10
t. Badsn usaha 1,00
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— 4 )
CATATAN:
*) Indeks 0,05 untuk rumah tnggal tunggal, melinuti rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat,
dan rurnah deret sederhana.

) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik
Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha

Bangunan gedung, atzu bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di

atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana unwm diberi indeks pengali tambahan 1,30 umtuk

.emdapatkan indeks terintegrasi

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,
UMAR AHMAD
LAMPIRANII  :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT
NOMOR
TAHUN
INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA
NO JENIS PRASARANA PEMBANGUNAN  RUSAK RUSAK y
BANGUNAN BARU BZRAT  SEDANG
s ItHe indeks Indaks
1 2 3 4 § ]
1, Kongiruksi perbatas/ penshan/ pengaman 1,00 0,65 0,45 0,00
a.Pagar
b.Tanggul / retaining wall
c. Turap batas kavling/persil
2, Konslruksi penanda masuk ‘okasi 1,00 0,65 0,45 0,00
a. Gapura
b. Gerbang
3. Konalruksi parkerasan 100 03,85 0,45 0,00
a.Jalan
b.Lapangan upacara
¢. Lajpangan olah raga larbuka
4 Kona!ruksi penghubung 1,00 0,65 0,45 0.00
a . .embatan
b . Boxculert
5. Konstruksi kolam/reservoir hawah tanah 1,00 0,65 0,45 0,00
a.  Kolam ranang
b. Kolam pengolahan &ir Reservoir di
bawah tanah
6. Konsiruksi menara 1,00 0,65 0,45 0,00

a Menara antena
b. enara reservoir
c. Cercbong
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Konsiruksi monumen 1,00 0,65 0,45 0,00
a. Tugu

b . Palung

K onsiruksi instalasi / gardu 1,00 0,65 0,45 0,00
a. Instalasi listrik

b. Instalagi telepon/ komunikasi
c. Instalasi pengolahan
Konsiruksi reklame/ papan nama 1,00 0,65 045 0,00
a. Biliboard Papan klan
b. Papen nama (berdiri sendin
aleu berupa tembok pagar)

CATATAN :

1) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung
kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milk negara untuk pelayanan
jasa umum, dan jasa usaha

2™} Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD
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INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA
a. Fungsi Bangunan Gedung

LAMPIRAN 11
NOMCR
TAHUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Tarif Satuan
No Bangunarn Refrbusi (Rp) Per
1. | a) Bangunan Fungsi Hunian :
1)  Bentuk Bangunan Perumahan/Rumsh Tempat Tinggal
a.  Rumeh Tinggal Sedarhana
1. Rumah KampungRumah Sangat Sederhana (RS3)
#) Luas Bangunan sid 45 m2 3.000,00 m
b) Luas Bangunan di slas 45 m2 sid 75 m2 3.500,00 m?
t) Luas Bangunaen di atas 75 m2 s/d 100 m2 4.000,00 e
¢}  Luas Bangunan di alas 100 m? 4.500,00 m
2. Rumah Keci/Rumah Sedsthana (RS}
#)  Luas Bangunan s'd B0 m? 4,000,008
t) Luas Bangunan di efas 80 m? &/d 15¢ m? 4.500.00 m2
¢} Luas Bangunan di alas 150 m2sid 200 m 5.000,00 m
d)  Luas Bangunan diatss 200 m? 6.000,00 me
3. Humah Sedang/Menengeh m?
&) Luas Bangunan sid 100 m? 6.500,00
L) LuasBangunan di etas 100 m2 s/d 150 m2 7,000,00 m
t}  Luas Bangunan di alas 150 m? s/d 200 m2 7.500,00 m?
d) Luss Bangunen diatis 200 m? 3.500,00 m
¢.  Rumeh Tinggal Tidak SederhznaRumah Mewah m2
a) Luas Bangunan s/d 200 m? 8.000,00.
b) Li=ms Bangunan di ates 200 m2 &/d 300 m2 9,000,00 m
¢} Lues Bangunen di atas 300 m2 s/d 400 m2 . 10.000,00 m
d) Luas Bangunen diatas 400 m? - 11.000,00 m
2}  Rumsh “inggal Deret 6.000,00 m?
3)  Rumsh “inggal Susun 8.000,00 e
m
2 b} Bangunan Fungsi Useha:
1) Bengunan PerBadanan 8.500,00
2) Benguran Perdegangan 8.501,00 me
3 Bangunan Perindustrian 10.530,00 me
4) Bengunan Perhotelan 11500,00 m
5) Bangunan wisata dan rekreasi 7.000,00 e
§) Bangunan Terminal 7.000,00 m
7) Bangunan tempat penyimpanan 10.000,00 m
me
3 ¢)  Bangunan Funysi Sosial dan Budaya:
1) Bangunan Pelayanan Pendidiken 6.000,00
2} Bangunan Pelayanan Kessehatan 5.500,00 mi
3) Bangunan Kebudayaen 6.000,00 m?
4) Bangunan Laboratorium . 6,000,00 m2
4 5) Bangunan Gedung Petayanan Umum 7.000,00 mt
me
d}  Bangunan Fungsi Khusus:
1)  Bangunan Reakior Nuklir 12.500,00
2) Bangunan Insialasi Pertehenan dian Keamanan, den kin gejenisnya 12.530,00 me
berdesarkan peraturah perundang- indangan yang beraku e




b. “ungsi Bangunan Bukan Gedung
Ternif Saluan

No Bangunan Relrbusi (Rp) Per

1. |a} Pefataren parkr, fapangan, jemursin dengan lantal betan, bata, kayu, besi dan bahan gebungan dan lain-lain 500,00 me
jenisnya

© 2. [b) PondasiFondasi Tangki 9.000,00 m

3 |6 Pegar dai pasangan batabatubeton, besl, kewat dan kayu begian depan, belakang dan samping dan fin- 8.500,00 mR
lain jenisrya

4, |d) Seplciankfcax panampungan bekas air kotoran dan lan-&in jenienys 6.500,00 3

5. |8} Saluran FPembuangan/Panampungen Air Hujan/Kotor aleu Air Perueshaan penampang lebih kecil sama 5.000,00 mi
dengan 0,5 m atau demetsr lebh kecll sama dangen 075 m

6. [N Saiuman PembuanganPanampungan Air Hujan/Kotor atau Air Perusahan penampang lebih besar 0,5 m atau 7.000,00 m!
dimeter ebith besar 0,75 m 0

7 |90 Sumurrezapan den lain-ain jenisnya 0 (no) (ne}

B. [h} Tems tidak beratapiempat pencuctan dan lein-ein jenisrmyn 3.000,00 m

9. |) Tumep (Bengunan Penahen Tanah/plengsengan), Telang Ak, Syphon, Bangunan Begi, Terjunan, Pintu Air 6.000,00 mw
dan lain-fin jensnya

10. |j) Jembatan penyeberangan crang dan jembaten jalan pesvumahan dan lain-tain sejenianys | £0.000,00 m
1) Jemt:atan Beton, Kempasit, Baja 20.000,00 m
2} Jambeten Keyy 3500,00 mi

11. |k} Untuk me rbuat Duiker (tlempolong)) Jembaten dengan penampeng $ 0,5 m atau dismeter < 0,6 m 6.060,00 m

12. i1} Unhuk mevbuat Duker (tempolong) Jembatan dengan panampang > 0,5 m atau diamater > 06 m 9.000,00 m

13. |m) Penanaman fangki, landasan tBngki, bangunan pengolahen air, gardu listrik, gardu falepone, menara, tiang 300.000,00 m!

kstriktetepione, dan lain-lain sejenisnya
14, [n) Tower:
1) Pohcn Tower Telskomunikasi (dihitung dan permukaan tanah/ jalen) 30.000,00 m
2) Tapek 8.500,00 e
3) Pager dari pasangan bata/batwbeton, besi, kawat dan keyu bagian depan, belakang den semping dan 10.000,00 m
lai-ain jenisnya
15. |o) Kolam rerang, kolam ikan air dera3 dam ain-lzin sejenisnye 8.000,00 m
16. |p) Gapurs, palung, monumen dan lait-iain sejenisnya 25 000,00 2
17. |q} Reklame: 100.000,00 tigpsisi
1} Unts¢ mendirkan Papan Raklame Tatap dar kewyu, besi, beton, dan behan gsbungan denfateu
campuran
2)  Untu« mendirikan Papan Rekiame Bando Jalan ¥

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

YIDIK SUPRAYITNO






